
Pemkab  Bombana  Didemo  Soal
Jalan  Mataoleo-Bambaea  dan
Kawasan Industri
BOMBANA, sultranet.com  – Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung
dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menggelar aksi
demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan
Rumbia, Selasa, 1 Juli 2025. Massa menuntut perhatian serius pemerintah daerah
atas  kerusakan  jalan  di  Kecamatan  Mataoleo  serta  mengevaluasi  rencana
pembangunan  kawasan  industri  smelter  di  dua  kecamatan.

Aksi  yang diikuti  sekitar  60 orang ini  membawa lima poin tuntutan.  Mereka
mendesak  pemerintah  segera  memperbaiki  ruas  jalan  rusak  di  wilayah
Kasipute–Lora–Bambaea,  menyelesaikan  seluruh  kerusakan  jalan  di  wilayah
kabupaten,  mencabut  penetapan  Mataoleo  sebagai  kawasan  industri,
mengevaluasi  semua  kawasan  industri  di  Bombana,  serta  mengkaji  kembali
rencana penetapan Rarowatu Utara sebagai wilayah industri.

Koordinator  lapangan  aksi,  Jumardin,  menyatakan  bahwa  masyarakat  tidak
menolak  pembangunan,  namun  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan
dampaknya  terhadap  masyarakat  sekitar.

“Kami  tidak  anti  pembangunan,  tapi  kami  menolak  jika  pembangunan  itu
mengorbankan rakyat kecil.  Jangan jadikan kami sebagai  korban kepentingan
investasi,” tegas Jumardin dalam orasinya.

Menurutnya, persoalan jalan rusak di Poros Mataoleo – Bambaea adalah potret
nyata kelalaian pemerintah dalam menjamin akses transportasi yang layak bagi
masyarakat. Padahal, jalan tersebut kini telah berstatus sebagai jalan provinsi,
namun belum menunjukkan tanda-tanda akan diperbaiki.

“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, kami capek dijanjikan. Harus menunggu
berapa korban lagi? Kasihan, sudah banyak yang jatuh. Bapak saya baru saja
jatuh saat pulang membeli beras, karena jalan berlubang. Kami harus kembali
urus dia di rumah sakit,” kata salah seorang warga Mataoleo yang ikut dalam
aksi.
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Menanggapi  tuntutan  tersebut,  massa  aksi  diterima  langsung  oleh  Penjabat
Sekretaris  Daerah  (Pj  Sekda)  Kabupaten  Bombana,  Ir.  Syahrun,  M.P.W.  Ia
didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),
Sofian Baco, ST., M.P.W., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Husrifnah Rahim, ST., M.Si.

Dalam pertemuan itu, Ir. Syahrun menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak
akan tinggal diam atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami  pastikan  pemerintah  akan  secepatnya  melakukan  yang  terbaik  untuk
kepentingan masyarakat. Ini bukan hal yang bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia  juga menambahkan bahwa pemerintah akan terlebih  dahulu  berkoordinasi
dengan Bupati Bombana sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kami tidak bisa gegabah, harus bicara dulu dengan Bupati sebagai pengambil
kebijakan utama,” kata Syahrun.

Massa Aksi saat diterima di Depan Kantor Bupati Bombana



Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa
pihaknya akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Sulawesi  Tenggara agar pelaksanaan operasi  dan pemeliharaan (OP) jalan di
Mataoleo bisa segera dilakukan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan OP di
sana. Tetapi jika tidak dilakukan, maka saya sebagai Kadis PUPR yang akan turun
langsung memeriksa kondisi jalan tersebut. Mataoleo itu kampung nenek moyang
saya, jadi saya juga bertanggung jawab atas jalan yang ada di sana,” tegasnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, turut menjelaskan bahwa rencana
kawasan industri di Kecamatan Mataoleo dan Rarowatu Utara akan dikaji ulang
oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah parameter.

“Terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, kami akan menilai apakah
memungkinkan untuk dialihkan menjadi kawasan industri. Jika memenuhi syarat
hilirisasi  sumber  daya  alam  dan  bisa  memberikan  nilai  tambah  kepada
masyarakat sekitar, tentu itu bisa dipertimbangkan. Kawasan industri itu dimulai
dari  permohonan  perusahaan,  dan  pemerintah  akan  mengkaji  berdasarkan
parameter  teknis,  sosial,  dan  lingkungan,”  jelas  Husrifnah.

Menanggapi penjelasan dari pemerintah, Pospera menyayangkan ketidakhadiran
Bupati  Bombana  untuk  menemui  massa  aksi.  Mereka  menyampaikan  bahwa
ketidakhadiran itu disebabkan karena Bupati sedang dalam perjalanan dinas ke
Jakarta.

Atas dasar itu, massa aksi meminta agar dapat berbicara langsung dengan Bupati
Bombana. Permintaan tersebut disepakati dan akan dijadwalkan pertemuan pada
8 Juli 2025 mendatang, sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Pewarta: Azuli



PUPR Bombana dan BPJN Sultra
Inventarisasi  Jalan  Rusak  dan
Rawan Kecelakaan
Bombana,  sultranet.com  –  Sebagai  upaya  meningkatkan  keselamatan  dan
kelancaran arus lalu lintas di Sulawesi Tenggara, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional (BPJN) Wilayah Sulawesi Tenggara melakukan survei lapangan untuk
menginventarisasi kondisi jalan rusak, titik rawan kemacetan, rawan kecelakaan
lalu lintas, serta potensi bencana seperti longsor dan banjir  di sepanjang Jalan
Trans Sulawesi di wilayah Kabupaten Bombana, Selasa, 11 Maret 2025

Kegiatan ini juga melibatkan Kantor Manajemen Angkutan (KMA) BPTD Kelas II
Sultra dan Jasa Raharja Kanwil Sultra. Tim survei menyusuri jalur strategis yang
menghubungkan Jalan Kabupaten Bombana ke Kabupaten Konawe Selatan dan
Kota Kendari serta dari Bombana ke Kolaka dengan mengidentifikasi kondisi jalan
yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi perbaikan maupun rekayasa
lalu lintas.

Plt. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Bombana, Sukardi, ST yang memimpin Tim
survei dari Dinas PUPR Bombana, mengungkapkan bahwa langkah ini penting
untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di  jalan Trans
Sulawesi.

“Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat beban kendaraan berat dan
faktor cuaca. Selain itu, kami juga menemukan beberapa titik rawan kecelakaan
yang perlu segera ditangani dengan solusi teknis yang tepat,” ujarnya.

Menurutnya,  kondisi  jalan yang buruk tidak hanya berisiko bagi  keselamatan
pengendara,  tetapi  juga  dapat  menghambat  distribusi  barang  dan  mobilitas
masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perbaikan akan difokuskan pada ruas-
ruas  yang  memiliki  tingkat  kerusakan  paling  tinggi  dan  berpotensi
membahayakan.
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Tim dari Dinas PUPR Bombana bersama Instansi terkait saat melakukan Survei
identifikasi jalan Trans Sulawesi

Identifikasi Titik Rawan dan Rencana Perbaikan

Dari hasil survei awal, tim mencatat beberapa titik yang mengalami kerusakan
serius, termasuk jalan berlubang, retakan besar, serta drainase yang buruk yang
berpotensi menyebabkan banjir saat musim hujan. Selain itu, sejumlah tikungan
tajam dan minimnya rambu peringatan menjadi faktor penyebab tingginya angka
kecelakaan di beberapa titik.

Kepala  Dinas  PUPR Bombana,  Sofian  Baco,  ST.,  M.PW.,  menjelaskan  bahwa
setelah data terkumpul, pihaknya akan menyusun laporan untuk mendapatkan



tindak lanjut dari BPJN Sultra serta instansi terkait lainnya.

“Inventarisasi  ini  adalah langkah awal untuk menentukan prioritas perbaikan.
Kami  berharap bahwa perbaikan jalan dan rekayasa lalu  lintas  dapat  segera
dilakukan  guna  mengurangi  risiko  kecelakaan  serta  memperlancar  arus
kendaraan,”  kata  Sofian  Baco.

Selain itu, dalam survei ini tim juga mengevaluasi kelayakan penerangan jalan,
keberadaan rambu lalu lintas, serta fasilitas pendukung lainnya. Alternatif jalur
evakuasi dan pengalihan arus kendaraan turut dikaji guna mengantisipasi kondisi
darurat, seperti bencana alam atau kecelakaan yang memerlukan respons cepat.

Diharapkan, hasil dari survei ini dapat segera diimplementasikan dalam kebijakan
perbaikan  infrastruktur  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  daerah  berkomitmen
untuk terus meningkatkan kualitas jalan sebagai bagian dari upaya mendukung
pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.


